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Dalam pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah 

dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya 

seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-

advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah 

menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji 

bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang 

dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat 

sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada 

lembaga pemberi bantuah hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat. 

Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis 

perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 

18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data 

sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan 

tentang data primer. 

Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat 

memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan  

penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena 

kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum 

baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap 

kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. 


